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DPMPTSP KABUTATEN BEK4SITOS 026 

Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN AROFAH BINA INSANI Nomor 
012/1.A/Y-ABI/SMP/VTII/2026 Tanggal 19 Agustus 2026, Perihal Permohonan 
Surat Izin Operasional. 

b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 
420/00179/Disdik/VIII/2026 Tanggal 21 Agustus 2026,Perihal Rekomendasi. 

1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah 

Pusat dan Daerah: 
Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pclayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah 
antara Pemerintah Dacerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021l tentang penyelenggaraan perizinan 
berusaha berbasis risiko; 

7. Keputusan Menteri Pendidikan 
Pendirian Sekolah; 

Nasional RI No. 060U/2002 tentang Pedoman 
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar 

Pendidikan Anak Usia Dini; 
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat; 
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman 

Teknis Penyclenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat; 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah Kabupaten Bekasi; 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi; 
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bckasi; 

Dinas Penanamun Moudul dan Pelayanun Terpudu Sutu Pintu 
Kabupaten Bekasi 

14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang 
Pemberian lzin Pendirian Satuan Pendidikan. 

Dokunen ini telah ditandatangani sccara elektronik menggunakan sertifikat clektronik yang 
diterbitkan olch Balai Scrtifikasi Elcktronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Ncgara 
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5. 

Nama PT/Yayasan 
Nama Sekolah 

Dengan ketentuan scbagai berikut: 
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Alanat Sckolah 
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Penanggung Jawab Yayasan 
Nomor Induk Berusaha 
(NIB) 
NPWP Yayasan 
Nama KBLI 
Kode KBLI 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bckasi 
memberikan Izin Operasional Sckolah kepada 

Kualifikasi/Jcnjang 
Masa Berlaku 

Tembusan: 

MEMUTUSKAN 

YAYASAN AROFAH BINA INSANI 

1. Yth. Bupati Bekasi 

SMP TAHFIDH AROFAH BINA INSANI 
Kp. Rawa Atug RT.002 RW.006 Desa Cibcning, Kec. Setu, 
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 
NUR AIN ISTIKHARAH 
2501220046324 

Yth. Sckretaris Dacrah Kab. Bckasi 

63.076.238.3-427.000 
Pendidikan Sekolah Mencngah Pertama 
85122 

Kubupaten Bekusi 

Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang 
undangan yang berlaku; 

Sckolah Mcncngah Pertama 

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya; 

Sckolah/Lembaga wajib mclakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak mclakukan 
sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi; 

Selama Masih Mclaksanakan Kegiatan Bclajar-Mengajar 

Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang 
berlaku 
Izin operasional ini berlaku 2 tahun dan tidak dapat di perpanjang izinnya apabila pihak Yayasan tersebut 
di atas belum mengurus dan memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik 
Fungsi (SLF). 

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan scbagaimana mestinya. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari 
terdapat kckcliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan scperlunya. 

DPMPTSP KARUP4TEN RERASLIos 2025 

Ditctapkan di 
Pada tanggal 

PiL. KEPALA DINAS 

Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi 

PENANAMAN MODAL DAN 

Dinas Penanaman Modul dun Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Bekasi 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN BEKASI 

:24 Agustus 2026 

Ditandatangani sccara clcktronik oleh: 
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU 

Drs. H. JAOHARUL ALAM, ME 
Pembina Utamu Mud/|V.c 

Dokumen ini tclah ditandatangani sccara clektronik menggunakan sertifikat clcktronik yang 
diterbitkan oleh Balai Sertifikasí Elektronik (BsrE) Badan Sibcr dan Sandi Ncgara 
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